PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATACARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN

DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa Kelurahan dibentuk guna meningkatkan pelayanan masyarakat,
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam

rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Kelurahan dapat dilakukan melalui penggabungan beberapa
Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1

(satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat
yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan
prasarana Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Kelurahan. Dalam hal terdapat Kelurahan yang kondisi
masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan seagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka dapat dilakukan

penghapusan atau penggabungan Kelurahan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
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